
Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Pollitik, dijelaskan hal-

hal sebagai berikut:  

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah 

yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai Perangkat Daerah yang 

berasa dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah Provinsi; 

2. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 11 Tahun 2019, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kelembagaan 

perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

3. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1), maka : 1. Gubernur 

melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahn di bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik di provinsi yang masih berbentuk Kantor menjadi Badan 

melalui evaluasi kelembagaan dan berkoordinasi dengan Menteri 

dalam Negeri;  

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi  Banten  adalah salah satu 

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Setelah berlakunya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten 

masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga 

berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada 

Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan 

Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, 

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Banten mempunyai tugas pokok 

“Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang 

kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan 



kebangsaan, kewaspadaan  nasional,  ketahanan  sosial  dan ekonomi 

serta fasilitasi pembinaan politik”. 

dan mempunyai fungsi : 
 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

b. perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan; 

c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional; 
 

d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan 

Ekonomi; 

e. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik; 
 

f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi; 



g. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya. 
 

Dalam mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai 

struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 
 

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Banten 

Sumber : Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 

2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi 

Perangkat Daerah Provinsi Banten 

 

 
 


